TESIS

KAJIAN TERHADAP GANTI RUGI ATAS TANAH
DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, PERLINDUNGAN
HUKUM, DAN KEADILAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36
TAHUN 2005 DAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006

Amgasussari Anugrahni Sangalang

No. Mhs. : 105201435/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2012



TESIS

KAJIAN TERHADAP GANTI RUGI ATAS TANAH
DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM,
PERLINDUNGAN HUKUM, DAN KEADILAN BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 DAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006

Amgasussari Anugrahni Sangalang

No. Mhs. : 105201435/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2012



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA .
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS
Nama : Amgasussari Anugrahni Sangalang
Nomor Mahasiswa : 105201435/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk
Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian
Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

Nama Pembimbing Tanggal Tanda Tangan

o o 0/2.
Dr, Ir. Taljo Anante, SH., MBI = .cofforciomummane ssossssedihtsrsansmans

S.W. Endah Cahyowati, SH., MS. s %» Q1




UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS
Nama : Amgasussari Anugrahni Sangalang
Nomor Mahasiswa : 105201435/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk
Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian
Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

Nama Penguji Tanggal Tanda Tanga
'2_} 7.
Dr. Ir. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum. % 6 .............
(Ketua)
SW. Endah Cahyowati, SH., MS. .. ‘.‘.'? oo 0
(Anggota)
2} ( %

H. Chandera Halim, SH., M.Hum.
(Anggota)

Ketua Program Studi

B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul “Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas
Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006 adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri dan bukan
merupakan duplikasi dari karya tulis orang lain yang telah ada sebelumnya.
Seluruh kutipan dari literatur, makalah, peraturan perundang-undangan, dan
website telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas. Jika di kemudian hari
ditemukan adanya ketidaksesuaian fakta dengan pernyataan ini, maka penulis

bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 — Juni — 2012

Penulis,

Amgasussari Anugrahni Sangalang



INTISARI

Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu apakah ketentuan ganti rugi atas tanah
dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor
65 Tahun 2006 telah mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan
keadilan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan
menganalisis apakah ganti rugi atas tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 telah
mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi pemegang
hak atas tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan sejarah hukum, sosiologi hukum, politik hukum, dan filsafat hukum.
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data kualitatif dalam
penelitian ini berupa deksripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis
hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi atas tanah dalam pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa
keadilan bagi bekas pemegang hak atas tanah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya
ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah yang masih menimbulkan
multitafsir serta bersifat represif.

Kata Kunci : ganti rugi atas tanah, pengadaan tanah bagi kepentingan umum,
kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan
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ABSTRACT

The issue that put under study is whether land-indemnity stipulations
within land procurement for public interest that regulated by President Regulation
No. 36, Year 2005 and President Regulation No. 65, Year 2006 has generating
legal certainty, legal protection and justice. Present study proposed for
recognized, examined and analyzed if land-indemnity stipulations within land
procurement for public interest that regulated by President Regulation No. 36,
Year 2005 and President Regulation No. 65, Year 2006 has generating legal
certainty, legal protection and justice for land-certificate holder.

This is a normative juridical research by using historical-, sociological-,
political- and philosophy of law. The law materials used are primary law material,
secondary law material and tertiary law material. Analyze of qualitative data were
description of positive law, systematical of positive law, analysis of positive law,
assessing and interpretation of positive law.

Research result reveals that land-indemnity within land procurement for
public interest to create legal certainty, legal protection and Justice based on
President Regulation No. 36, Year 2005 and President Regulation No. 65, Year
2006 is incompletely implicate the legal certainty, legal protection and Justice for
land-certificate holder. This indicated by the numbers of multi-interpretation and
the repressive nature of regulations concerning land-indemnity.

Keywords : land-indemnity, land procurement for public interest, legal certainty,
legal protection, justice
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